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BAB II 

KONSEP MURA>BAH}AH DAN WAKA>LAH 

 

A. Pengertian Pembiayaan Mura>bah}ah 

Secara bahasa, kata mura>bah}ah berasal dari kata ribh yang berarti 

saling menguntungkan.1 

Dalam kamus istilah fiqih dijelaskan bahwa mura>bah}ah adalah bentuk 

jual beli barang dengan tambahan harga, atas harga pembelian yang pertama 

secara jujur. Dengan mura>bah}ah ini, orang pada hakikatnya ingin mengubah 

bentuk bisnisnya, dari kegiatan pinjam-meminjam menjadi transaksi jual 

beli.2 

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli mura>bah}ah adalah jika penjual 

menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian 

mensyaratkan atasnya laba yang dalam jumlah tertentu dinar atau dirham. 

3Adiwarman A. Karim mengartikan mura>bah}ah adalah suatu penjualan 

barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati, 

misalnya seorang pembeli barang kemudian menjualnya dengan keuntungan 

tertentu. 

                                                           
1Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990)., 130. 
2M. Abdul Majieb, et, al, Kamus Istilah Fiqih,( Jakarta:PT. Pustaka Firdaus, 1994)., Cet. Pertama, 
225 
3Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, (Semarang: As-Syifa, 1990)., Cet. Pertama, 181.  
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Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dengan nominal 

rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% 

atau 20%.4 

Menurut Abdullah Saeed, wacana fiqih dalam praktek perbankan, 

suatu penjualan mura>bah}ah terdiri dari tiga pihak, yaitu: 1) Suplier. 2) 

Nasabah. 3) Bank. 5 

Mura>bah}ah dalam pengertian Islam sebenarnya adalah sebuah 

penjualan yang sederhana, hanya saja yang membedakan ciri-cirinya dari 

macam-macam penjualan yang lain adalah penjualan mura>bah}ah dengan jelas 

mengatakan kepada pembeli berapa harga dari barang yang ia adakan dan 

berapa keuntungan yang ia peroleh dalam penambahan harga tersebut. 

Praktisi perbankan yang selama ini aktif di dunia perbankan Syari’ah, 

Muhammad Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa mura>bah}ah adalah jual beli 

barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah 

disepakati. Dalam mura>bah}ah, penjual harus memberitahu harga produk yang 

ia beli dan menentukan tingkat keuntungan dan tambahannya. 6 

Jual beli mura>bah}ah, meliputi pembelian barang oleh bank atas nama 

nasabah kemudian dijual kembali dengan harga dasar ditambah keuntungan, 

pada prinsipnya mura>bah}ah dalam perbankan Islam didasari pada dua elemen 

pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba. 

                                                           
4Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press, 
2001)., Cet. Pertama, 86  
5Abdul Saeed, Menyoal, Bank Islam Kritik Atas Interpretasi, Bunga Bank Kaum Neo Revivalis, 
(Jakarta: Paramadina, 2004)., Cet. Kedua, 118 
6 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendikiawan,( Jakarta: Tazkia 
Instisute, 1999)., 121 
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Dengan penetapan ini, bank memperlihatkan harga dan keuntungan (margin) 

nya kepada nasabah, dalam transaksi mura>bah}ah, penjual (bank) juga harus 

memperlihatkan atau menjelaskan dengan jelas barang yang diperjual belikan 

dan tidak termasuk barang haram. 

Melalui akad mura>bah}ah, nasabah memenuhi kebutuhan untuk 

memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan 

uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain, nasabah memperoleh 

pembiayan dari bank untuk pengadaan barang yang dibutuhkan. Pembayaran 

mura>bah}ah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Menurut para fuqaha, 

mura>bah}ah didefinisikan sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga 

pokok barang tersebut ditambah laba atau margin keuntungan yang telah 

disepakati.  

Karakteristik mura>bah}ah adalah bahwa penjual harus membertahu 

pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah ke 

untungan yang di tambahkan pada jumlah   harga perolehan atau harga pokok 

tersebut.7 

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN di jelaskan bahwa 

yang di maksud dengan mura>bah}ah (DSN-MUI/IV/2000) adalah menjual 

sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli,dan 

pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Sedangkan dalam 

undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari’ah memberikan 

definisi tentang mura>bah}ah dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d 

                                                           
7 Wiroso, Jual Beli Mura>bah}ah, (Yogyakarta: UII Pers, 2005)., 13.  
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tersebut, yang dimaksud dengan akad mura>bah}ah adalah akad pembiayaan 

suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.8 

Dari berbagai pengertian mura>bah}ah yang telah di ungkapkan di 

atas,dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian mura>bah}ah dapat di lihat 

dari dua sudut pandang fiqih,mura>bah}ah merupakan akad jual beli atas barang 

tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada 

pembeli kemudian penjual menyerahkan atasnya laba atau keuntungan dalam 

jumlah tertentu. 

 
B. Ketentuan Umum Mura>bah}ah 

Jual beli dengan sistem mura>bah}ah merupakan jual beli yang 

berprinsip kejujuran (transparan) dan kepercayaan (amanah). Kejujuran 

penjual menjadi hal penting dalam mura>bah}ah, mengingat keadaan pembeli 

yang tidak memiliki pengetahuan tentang harga beli yang pertama dan biaya-

biaya yang dikeluarkan (ditambahkan) penjual ke atas barang. Pembeli 

diharapkan percaya terhadap segala pemberian yang datang dari penjual dan 

penjual diharapkan pula dapat menjaga kepercayaan tersebut. Untuk itu, ada 

beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam transaksi mura>bah}ah yang 

meliputi hal-hal berikut: 

1. Jual beli mura>bah}ah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau 

hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya, bahwa 

                                                           
8 Sutan Remi Sjahdeni,Perbankan Syariah Produk-produk Dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta: 
Kencana, 2014)., 192. 
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keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai 

konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah, walaupun 

ia belum menerimanya, ketentuan ini sesuai dengan kaidah bahwa 

keuntungan itu terkait dengan resiko “al-ghurmu bil ghurmi”, pihak yang 

menanggung resiko dapat mengambil keuntungan. 

2. Harus ada informasi modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan 

dalam jual beli pada suatu komoditi, semuanya harus diketahui oleh 

pembeli saat transaksi, dan ini merupakan salah satu syarat sah 

mura>bah}ah. 

3. Harus ada informasi keuangan baik nominal maupun persentase sehingga 

jelas diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah mura>bah}ah. 

4. Dalam sistem mura>bah}ah penjual boleh menetapkan syarat kepada 

pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. 

Tetapi, lebih baik syarat tersebut tidak ditetapkan, karena pengawasan 

barang merupakan kewajiban penjual di samping menjaga kepercayaan 

sebaik-baiknya. 9 

Selain hal tersebut, ada beberapa kaidah dan hal-hal yang 

berhubungan dengan mura>bah}ah, antara lain: 

1. Digunakan untuk barang-barang yang halal. 

2. Biaya aktual dari barang akan diperjual belikan harus diketahui oleh para 

pembeli. 

                                                           
9 Euis Amalia, dkk, Prinsip-prinsip Hukum Islam (Fiqih) Dalam Transaksi Ekonomi Islam Pada 
Perbankan Syariah”Summary Report”, (UIN Dan Direktorat Hukum BI 2003)., 47. 
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3. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atas 

harga jual yang termasuk harga pokok penjualan dan margin keuntungan. 

4. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak 

untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian. 

5. Jika barang yang akan dijual, dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian 

jual beli dengan pihak pertama harus sah menurut Syari’ahIslam. 

6. Mura>bah}ah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi 

hasil dalam bank Islam. 

7. Mura>bah}ah akan sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan 

barang secara mendesak, bila ia kekurangan dana ia meminjam kepada 

bank agar pembiayaan pembelian barang tersebut dipenuhi. 

Harga jual pesanan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan 

yang telah disepakati. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di antara 

kedua belah pihak, mereka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah 

disepakati bersama: 

1. Bank harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi pesanan 

nasabah baik jenis, kualitas, atau sifat-sifat yang lainnya. 

2. Apabila barang telah memenuhi ketentuan yang diinginkan nasabah dan 

ia menolak untuk menebusnya maka bank berhak menuntutnya secara 

hukum, hal ini merupakan konsensus para yurisdis muslim karena pesanan 

telah dianalogikan dengan dzimmah (hutang) yang harus ditunaikan. 
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C. Pengertian Waka>lah 

Perwakilan (waka>lah atau wikalah ) berarti al-tafwidh (penyerahan, 

pendelegasian, atau pemberian mandat). Sementara menurut istilah, wakalah 

adalah akad pemberian kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) 

untuk melaksanakan suatu tugas (tawkil) atas nama pemberi kuasa. 

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Al-Jazairi, waka>lah ialah 

permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang yang bisa menggantikan 

dirinya dalam hal-hal yang diperbolehkan di dalamnya, misalnya dalam jual 

beli dan sebagainya. Masing-masing dari wakil dan muwakkal (orang yang 

diwakili) disyaratkan berakal sempurna.10 

Dari sekian banyak akad-akad yang dapat diterapkan dalam kehidupan 

manusia. Waka>lah termasuk salah satu akad yang menurut kaidah Fiqh 

Muamalah, akad waka>lah dapat diterima. Waka>lah itu berarti perlindungan 

(al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (al-dhamah), atau 

pendelegasian (al-tafwidh), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa 

atau mewakilkan. Adapula pengertian-pengertian lain dari waka>lah yaitu: 

1. Waka>lah atau wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau 

pemberian mandat. 

2. Waka>lah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak 

pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang 

diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu 

sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun 

                                                           
10 Nawawi Ismail,  fikih muamalah,(Bogor:penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 212. 
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apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua 

resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut 

sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. 

Dalam definisi syara, waka>lah menurut para ulama Mazhab Hanafi 

adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain di tempatnya untuk 

melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Atau 

penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang 

lain yang menjadi wakil. Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan 

terhadap harta, seperti jual beli, juga hal-hal lain yang secara syara bisa 

diwakilkan seperti juga memberi izin kepada orang orang lain untuk masuk 

rumah. 

Para ulama Mazhab Syafi’I mengatakan bahwa waka>lah adalah 

penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan 

bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut 

selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Pembatasan dengan ketika 

masih hidup ini adalah untuk membedakanya dengan wasiat.11 

Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa al-Waka>lah adalah 

seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak 

(kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu. 

Para ulama Al-Hanabillah berpendapat bahwa al-Waka>lah ialah 

permintaan ganti seseorang yang membolehkan tasharruf yang seimbang pada 

                                                           
11 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 590-591. 
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pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah 

SWT dan hak-hak manusia. 

Menurut Syayyid al-Bakri Ibnu al-‘Arif billah al-Sayyid Muhammad 

Syatha al-Dhimyati al-Waka>lah ialah seseorang menyerahkan urusanya 

kepada yang lain yang didalamnya terdapat penggantian. 

Menurut Imam Taqy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini 

bahwa waka>lah ialah seseorang yang menyerahkan hartanya untuk 

dikelolanya yang ada penggantinya kepada yang lain supaya menjaganya 

ketika hidupnya. 

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa al-Waka>lah ialah akad 

penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai 

gantinya dalam bertindak. 

Menurut Idris Ahmad al-Waka>lah ialah seseorang yang menyerahkan 

suatu urusanya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara’ supaya yang 

diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama 

yang diwakilkan masih hidup. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dapat diambil 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan al-Waka>lah ialah penyerahan dari 

seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku 

selama yang diwakilkan masih hidup.12 

Sedangkan dalam kontrak BMT, Waka>lah berarti BMT menerima 

amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. 

                                                           
12 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 232. 
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Investor menjadi percaya  kepada nasabah atau anggota karena adanya BMT 

yang akan mewakilinya dalam menanamkan investasi. atas jasa ini, BMT 

dapat menerapkan fee managemen. Besarnya fee tergantung dengan 

kesepakatan bersama.13 

 
D. Dasar Hukum Wakalah 

Islam mensyariatkan waka>lah karena manusia membutuhkannya. 

tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk 

menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang 

perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili 

dirinya. Landasan hukum waka>lah yaitu sebagai berikut : 

1. Al Qur’an 

Islam mensyariatkan waka>lah karena manusia membutuhkannya. 

Manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala urusannya secara 

pribadi dan membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak 

sebagai wakilnya. 

Dan Ijma’ para ulama telah sepakat telah membolehkan waka>lah, 

karena waka>lah dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar 

kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan Rasul-Nya. 

Firman Allah QS. Al-Maidah ayat 2 : 

ثمِْ  عَلَى تَـعَاوَنوُا وَلاَ  وَالتـَّقْوَى الْبرِِّ  عَلَى وَتَـعَاوَنوُا  الْعِقَاب شَدِيدُ  ا�ََّ  إِنَّ  ا�ََّ  وَاتَّـقُوا وَالْعُدْوَانِ  الإِْ

                                                           
13 Ridwan Muhammad, Managemen Baitul MaalWaTanwil(BMT),(Yogyakarta: UII Press, 2004), 
171. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 
 

“Dan tolong-menolong lah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan 
takwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam mengerjakan 
dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. 
 
Waka>lah dipraktekkan berdasarkan beberapa ayat al-Qur’an dan 

sunnah Rasulullah SAW.  

2. Al-Hadits 

Banyak hadist yang dapat dijadikan keabsahan wakalah, 

diantaranya:  

 اْلحاَرِثِ  بنِْتَ  مَيْمُوْنةََ  فَـزَوَّجَاهُ  اْلأنَْصَارِ  مِنَ  وَرَجُلاً  راَفِعٍ  أَ�َ  بَـعَثَ . صلعم اللهِ  رَسُوْلَ 

Artinya : “Bahwasannya Rasulullah Saw., mewakilkan kepada 
Abu Rafi’ dan seorang anshar untuk mewakilkannya mengawini 
Maimunah binti Harits.” (Malik no. 678, kitab al-Muwaththa’, 
bab Haji) 
 
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” (HR Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf) 
 
Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW telah mewakilkan 

kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar 

hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan 

pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya 

3. Ijma’ 

Para ulama pun bersepakat dengan ijma’ atas dibolehkannya 

waka>lah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan 
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alasan bahwa hal tersebut jenis ta’awun atau tolong menolong atas 

kebaikan dan taqwa. 

Seperti firman Allah SWT “… dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran…” (Qs. Al-Maidah 2) 

Dan Rasulullah bersabda (HR Muslim no 4867) “Dan Allah 

menolong hamba selama hamba menolong saudaranya “Dalam 

perkembangan fiqih Islam status waka>lah sempat diperdebatkan: apakah  

waka>lah masuk dalam nisbah yakni sebatas mewakili atau kategori 

wilayah atau wali? hingga kini dua pendapat tersebut terus berkembang. 

Pendapat pertama menyatakan bahwa waka>lah adalah niabah atau 

mewakili. Menurut pendapat ini, si wakil tidak dapat menggantikan 

seluruh fungsi muwakkil. Pendapat kedua menyatakan bahwa wakalah 

adalah wilayah karena khilafah (menggantikan) dibolehkan untuk yang 

mengarah kepada yang lebih baik, sebagaimana dalam jual beli, 

melakukan pembayaran secara tunai lebih baik, walaupun diperkenankan 

secara kredit.14 

Hukum asal waka>lah adalah dibolehkan. Namun terkadang di 

sunahkan jika itu merupakan bantuan untuk sesuatu yang disunnahkan. 

Terkadang juga menjadi makruh jika merupakan bantuan terhadap 

sesuatu yang dimakruhkan. Hukumnya juga menjadi haram jika 

                                                           
14 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 22. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32 
 

merupakan bantuan terhadap sesuatu yang diharamkan. Dan, hukumnya 

adalah wajib jika ia untuk menghindari kerugian dari muwakkil .15 

4. Fatwa DSN-MUI 

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa 

No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah tertanggal 8 Muharram 

1421H/13 April 2000 M. Pertimbangan ekonomis yang diambil dalam 

pemutusan fatwa ini adalah bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan 

sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah dan 

praktik wakalah pada Lembaga Keuangan Syari’ah dilakukan sebagai 

salah satu bentuk pelayanan jasa kepada nasabah.16 

5. Uang Muka dengan Akad Waka>lah 

Dalam modifikasi murabahah dalam bentuk jual beli menjadi jenis 

pembiayaan dalam perbankan syari’ah membawa implikasi pada 

ketentuan perubahan murabahah, yaitu dengana adanya aturan baru 

berupa media akad wakalah dengan memberikan kuasa kepada nasabah 

untuk membeli barang, uang muka dan jaminan dalam pembiayaan 

murabahah yang sebelumnya tidak dikenal aturan-aturan tersebut dalam 

murabahah. 

Dalam pandangan ulama perubahan merupakan keniscayaan, 

bahkan dalam riwayat abu dawud dikatakan bahwa pada setiap abad akad 

diutus seorang mujaddid yang bertugas melakukann modifikasi paham-

paham agama. 

                                                           
15 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu …, 595. 
16 M.Nur Yasin,Hukum ekonomi Islam, (Malang:UIN Malang Press,2009) 207. 
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 “Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini, pada setiap abad, 

seorang yang akan memperbaharui agama (H.R Abu Dawud dari Abi 

Hurairah)” 

Riwayat tersebuut merupakan rujukan bagi ulama yang melakukan 

modifikasi ajaran agama yang termasuk wilayah nisbi yaitu hukum-

hukum ijtihadiyah yang bersumber dari Negara, ‘urf, adat, dan khiyal 

hukum yang dinilai sudah relevan. 

6. Rukun dan Syarat Waka>lah 

Rukun Waka>lah 

Rukun dari akad waka>lah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 

beberapa hal, yaitu: 

a. Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang 

memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) 

adalah pihak yang memberikan kuasa; 

b. objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan); dan 

c. s}ighat}, yaitu Ija>b dan Qabu>l.17 

Sedangkan Rukun waka>lah dalam KHES pasal 452 ialah: 

a. Wakil (orang yang mewakili) 

b. Muwakkil (orang yang mewakilkan) 

c. Muakkal fih (sesuatu yang diwakilkan) 

d. Sighat} (lafadz ija>b dan qabu>l) 

                                                           
17Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah .,104. 
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Syarat-syarat Waka>lah 

Sebuah akad waka>lah dianggap sah apabila memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. al muwakkil ( orang yang mewakilkan) adalah orang yang dianggap 

sah oleh syari’at dalam menjalankan apa yang ia wakilkan. Ia harus 

sudah dianggap cakap bertindak hukum (telah baligh dan berakal 

sehat). Dalam kitab fathul mu.in ini juga di jelaskan bahwasanya 

wakalah dikatakan sah apabila muwakkil memiliki kekuasaan 

pelaksanaan atas suatu perkara saat diikat akad wakalah. 

b. Al wakil dianggap cakap bertindak hukum dan dianggap sah oleh 

syari’at dalam menjalankan sesuatu yang diwakilkan kepadanya. 

Wakil juga harus ditunjuk secara langsung dan tegas oleh orang yang 

mewakilkan untuk menghindari salah pendelegasian tugas. 

Penunjukan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. 

c. Al muwakkal fih ( barang yang diwakilkan), adalah: 

1) Milik sah dan milik pribadi orang yang mewakilkan. Barang 

tersebut bukan milik umum, bukan barang yang semua orang bisa 

memperolehnya. Seperti tidak sah untuk mewakilkan untuk 

menggali  barang tambang yang belum ada pemiliknya, sebab 

barang itu adalah milik umum dan bukan milik pribadi muwakkil. 

2) Bukan berbentuk utang kepada orang lain, seperti pernyataan: ” 

saya tunjuk engkau sebagai wakil saya untuk meminjam uang 
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kepada Ahmad”. Jika hal tersebut dilakukan, maka hutang menjadi 

tanggung jawab wakil, bukan muwakkil. 

3) Merupakan sesuatu yang boleh diwakilkan menurut syara’. 

4) Menurut jumhur ulama’ boleh perwakilan dalam masalah ibadah 

yang bersifat menerima dan menyerahkan kepada yang berhak. 

Seperti mewakilkan menerima zakat dan kemudian 

menyerahkannya kepada yang berhak. 

Dalam waka>lah disyaratkan keadaan muwakkal fih diketahui oleh 

wakil walaupun hanya dari satu wajah. 

a. Sighat} dari pihak muwakkil harus berupa ucapan yang 

mengindikasikan kerelaan. Sedangkan qabu>l dari pihak wakil tidak 

harus diucapkan secara lisan, cukup dengan tidak adanya penolakan 

darinya.18 

7. Macam-macam Waka>lah  

Adapun bentuk-bentuknya dalam KHES pasal 456 dijelaskan 

bahwa transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan/ 

atau terbatas, ialah: 

a. Wakalah Muqayyadah (khusus), yaitu pendelegasian terhadap 

pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar 

dari waka>lah yang ditentukan. Maka melakukan perbuatan hukumnya 

secara terbatas (pasal 468 KHES) 

                                                           
18M. Yazid Afandi, Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan, (Jogjakarta: 
Logung Pustaka, 2009), 254.h.204 
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b. Waka>lah Mutlaqah, yaitu pendelegasian secara mutlak, misalnya 

sebagai wakil dalam pekerjaan. Maka seorang wakil dapat 

melaksanakan secara  waka>lah luas. Maka melakukan perbuatan 

hukumnya secara mutlak (pasal 467 KHES) 

Sedangkan KUHPer pasal 1795 dan 1796 Pemberian kuasa dapat 

dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu 

atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi 

kuasa.  

Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi 

tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. 

Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di 

atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan 

lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu 

pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.19 

 
E. Konsekuensi Hukum Waka>lah 

1. Konsekuensi Hukum Waka>lah 

Konsekuensi hukum dari akad waka>lah adalah berlakunya 

kewenangan wakil untuk melakukan tindakan hukum yang dicakup oleh 

pewakilan itu. 

Jika waka>lah berlangsung dengan sah, maka ia mempunyai 

sejumlah konsekuensi hukum berkaitan dengan hal-hal yang menjadi 

                                                           
19 Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Bariliati, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 
(Jakarta: Kencana, 2005), 135. 
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kewenangan wakil, hak dan kewajiban yang harus dia lakukan dalam 

perwakilan jual beli serta berkaitan dengan status benda obje waka>lah k 

yang ada ditangannya; apakah ia sekedar amanah ataukah harus dujamin 

gantinya.20 

 
F. Tindakan Wakil 

1. Wakil untuk berpekara 

Wakil dalam berperkara di hadapkan hakim,  pada zaman ini 

menurut jumhur ulama Mazhab Hanafi memiliki kewenangan untuk 

mengaku atas nama muwakil-nya tentang adanya hak orang lain pada 

muwakil-nya tersebut selain dalam masalah qishash dan hudud.  

Zufar, Malik, Syafi’I dan Ahmad mengatakan bahwa jika akad 

wakaalah itu bersifat mutlak, maka ia tidak mencakup pengakuan atas 

nama muwakil tentang adanya hak orang lain padanya. Karena jika orang 

lain mewakilkan kepada orang lain untuk berpekara, maka tidak diterima 

pengakuanya atas nama muwakil baik itu pengakuan bahwa muwakil-nya 

telah menerima hak orang lain itu maupun yang lainya. Karena akad 

wakalah dalam berpekara artinya perwakilan untuk berselisih, sedangkan 

pengakuan berarti penyelesaian secara damai. 

Adapun yang membedakan pengakuan dengan pengingkaran 

adalah pengingkaran tidak menghentikan sengketa. 

  

                                                           
20Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu …, 610. 
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2. Wakil untuk menagih utang 

Hukum asal yang dinukil dari para imam Mazhab Hanafi 

menetapkah bahwa seorang wakil untuk menagih hutang mempunyai 

kewenangan menerima pelunasan utang tersebut. Karena kewenangan 

menagih tidak bisa tercapai kecuali dengan diterimanya pelunasan 

hutang, sehingga perwakilan dalam hal ini mencakup perwakilan untuk 

menerimanya. 

Akan tetapi, para ulama kalangan muta’akhiriin dari Mazhab 

Hanafi mengatakan bahwa seorang wakil dalam menagih utang, 

Berdasarkan kebiasaan (‘urf) yang berlaaku, tidak mempunyai hak untuk 

mengambil pelunasan utang dari orang yang berutang. 

Wakil dalam menagih hutang tidak memiliki kewenangan untuk 

mewakilkanya lagi kepada orang lain. Karena, kondisi orang berbeda-

beda dalam penagihan utang, sehingga terkadang orang berutang merasa 

tidak nyaman bila ditagih oleh orang-orang tertentu. 

3. Wakil untuk mengambil pelunasan hutang 

Para ulama Mazhab Hanafi berbeda pendapat apakah wakil untuk 

mengambil pelunasan hutang mempunyai kewenangan untuk 

membuktikan dan memastikan adanya hutang itu. Dalil pendapat Abu 

Hanifah berpendapat bahwa perwakilan dalam mengambil pelunasan 

hutang adalah perwakilan untuk melakukan pertukaran. 

Para ulama Mazhab Syafi’I dan Hambali dalam salah satu 

pendapatnya mengatakan bahwa wakil untuk mengambil pelunasan utang 
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atau barang adalah wakil untuk membuktikan dan memastikan adanya 

hak muwakil-nya yang menjadi tanggungan orang lain. Karena 

pengambilan terhadap pelunasan hutang itu tidak bisa tercapai kecuali 

dengan adanya pembuktian dan pemastian, maka izin itu ada berdasarkan 

kebiasaan yang berlaku. 

Namun, dalam pendapat yang lain, mereka mengatakan bahwa 

wakil untuk mengambil pelunasan hutang atau barang bukanlah wakil 

untuk mengajukan tuntutan. Hal ini mengingat izin untuk mengambil 

pelunasan utang atau barang bukanlah izin untuk memastikanya, baik 

berdasarkan kata-kata yang diucapkan muwakil maupun berdasarkan 

kebiasaan. 

4. Wakil untuk menjual 

Wakil untuk menjual mempunyai kewenangan melakukan 

tindakan hukum yang mutlak, bisa juga terbatas. Seseorang mewakilkan 

orang lain untuk menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, 

pembayarannya tunai atau berangsur, di kampung atau di kota, maka 

wakil tidak boleh menjualnya dengan seenaknya saja.  

Dia harus menjual dengan harga pada umumnya sehingga dapat 

dihindari ghubun (kecurangan), kecuali penjualan tersebut diridhai oleh 

yang mewakilkan. 

Jika perwakilan bersifat terikat, wakil berkewajiban mengikuti apa 

saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh 

menyalahinya, Bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus 
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dijual dengan harga Rp 10.000,00 maka harus dijual dengan harga Rp 

10.000,00. 

Bila yang mewakili menyalahi aturan–aturan yang telah 

disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak 

yang memberi kuasa, maka perbuatan tersebut bathil menurut pandangan 

madzhab Syafi’i. Menurut  Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan 

orang yang mewakilkan, jika yang mewakilkan membolehkannya maka 

menjadi sah, bila tidak, maka menjadi batal.  

Jika wakil mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum 

secara mutlak, maka menurut Abu Hanifah wakil boleh melakukan sesuai 

dengan kemutlakan tersebut. Sehingga dia boleh menjualnya dengan 

harga berapa pun, baik sedikit maupun banyak. Juga walaupun dengan 

harga yang lebih rendah yang cukup jauh dari harga yang umum. Juga 

boleh dengan pembayaran secara kontan ataupun hutang. Dalilnya ada 

bahwa secara hukum asalnya, lafal mutlak harus diberlakukan sesuai 

dengan kemutlakanya, dan ia tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil. 

Dalam masalah perwakilan untuk penjualan yang mutlak ini, 

jumhur ulama bependapat sesuai dengan pendapat dua murid Imam 

Hanafi, yaitu mereka tidak membolehkan wakil menjual sesuatu yang 

diwakilkan dengan harga yang kurang dari harga umum tanpa izin 

muwakil-nya, dan ia diperintahkan untuk berusaha memberikan kebaikan 
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kepadanya. Karena wakil dilarang merugikan muwakil-nya dan dia 

diperintahkan untuk berusaha memberikan kebaikan kepadanya.21 

 
G. Akibat Hukum Waka>lah 

Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian 

kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu  

atas nama orang yang memberikan kuasa. Kuasa dapat diberikan dan diterima 

dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan 

sepucuk surat ataupun dengan lisan. 

Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan 

disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.Pemberian 

kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. 

Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, 

maka penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang 

ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali. Pemberian kuasa dapat dilakukan 

secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, 

atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi 

kuasa.Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi 

tindakan- tindakan yang menyangkut pengurusan. 

Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di 

atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain 

yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu 

pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Penerima kuasa tidak boleh 
                                                           
21 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu …, 620. 
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melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan 

untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak 

untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit. 

Orang-orang perempuan dan anak yang belum dewasa dapat ditunjuk 

kuasa tetapi pemberi kuasa tidaklah berwenang untuk mengajukan suatu 

tuntutan hukum terhadap anak yang belum dewasa, selain menurut 

ketentuan-ketentuan umum mengenai perikatan-perikatan yang dibuat oleh 

anak yang belum dewasa, dan terhadap orang-orang perempuan bersuami 

yang menerima kuasa tanpa bantuan suami pun ia tak berwenang untuk 

mengadakan tuntutan hukum selain menurut ketentuan-ketentuan Bab 5 dan 

7 Buku Kesatu dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini. Pemberi kuasa 

dapat menggugat secara langsung orang yang dengannya penerima kuasa 

telah melakukan perbuatan hukum dalam kedudukannya dan pula dapat 

mengajukan tuntutan kepadanya untuk memenuhi persetujuan yang telah 

dibuat.22 

 
H. Tujuan Adanya Waka>lah 

Pada hakikatnya waka>lah merupakan pemberian dan pemeliharaan 

amanat. Oleh karena itu, baik muwakkil  (orang yang mewakilkan) dan wakil  

(orang yang mewakili) yang telah bekerja sama/kontrak, wajib bagi keduanya 

untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan 

menghilangkan sifat curiga dan beburuk sangka.  

                                                           
22KUHPerdata Pasal 1792-1799. 
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Dan sisi lainnya waka>lah terdapat pembagian tugas, karena tidak 

semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan 

dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka munculah sikap 

saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang 

menganggur. Dengan demikian, si muwakkil akan terbantu dalam 

pekerjaanya, dan si wakil tidak kehilangan pekerjaanya.23 

 
I. Berakhirnya Akad Waka>lah 

Para ahli fiqih sepakat bahwa akad waka>lah tanpa upah adalah akad 

yang tidak mengikat bagi kedua pelaku akad. 

Adapun akad wakalah dengan upah, maka jika dia ji’alah (sayembara) 

yaitu didalamnya akad tidak ditentukan waktu atau pekerjaanya, maka 

menurut kesepakatan para ulama, akad tersebut tidaklah mengikat juga. 

Akad waka>lah ini berakhir karena banyak hal: 

1. Muwakkil memberhentikan wakilnya 

Para ulama sepakat bahwa akad waka>lah berakhir dengan 

penghentian yang dilakukan oleh muwakkil terhadap wakilnya. Karena 

sebagaimana diketahuai, waka>lah adalah akad yang tidak mengikat, 

sehingga secara otomatis dapat dihentikan dengan penghentian muwakil  

terhadap wakilnya. 

  

                                                           
23Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media, 2010), 191. 
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2. Muwakil melakukan sendiri perkara yang diwakilkan 

Jika muwakkil (pemilik kewenangan yang asli) melakukan sendiri 

perkara yang dia wakilkan kepada orang lain, maka akad waka>lah itu pun 

berakhir sebagaimana menurut kesepakatan para ulama.  

3. Selesainya tujuan dari akad wakalah  

Jika perkara yang diwakilkan selesai dilaksanakan oleh wakil, 

maka akad wakalah itu pun berakhir, karena ketika itu akad  waka>lah 

menjadi tanpa objek. 

4. Muwakkil atau wakil kehilangan kecakapan untuk melakukan tindakan 

hukum 

Ulama sepakat bahwa kondisi ini terjadi karena kematian, atau 

menurut jumhur ulama juga karena gila yang terus-menerus. 

5. Muwakkil menghentikan wakil atau wakil mundur dari akad waka>lah 

Jika wakil berkata, “saya berhenti dari waka>lah ini”, “saya 

mengembalikan waka>lah ini”, atau “saya keluar dari waka>lah ini”. Maka, 

dia pun keluar dari akad waka>lah tersebut, karena perkataan itu 

menunjukkan pengunduran dirinya. Dalam hal ini, para ahli fiqih 

mensyaratkan muwakkil mengetahui pengunduran diri wakil, hingga dia 

tidak dirugikan oleh tindakan wakil itu. 

6. Keluarnya sesuatu yang diwakilkan dari kepemilikan muwakkil  

7. Bangkrut 

8. Pengingkaran  

9. Pelanggaran wakil 
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10. Kefasikan 

11. Perceraian 

12. Berakhirnya masa waka>lah 

 

 

 

 

 




